CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAERAH TAHUN 2024
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Pada akhir tahun 2024 tercatat 322 pelanggaran Perda dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) secara
keseluruhan. Sebagian besar kasus spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya yang tidak berizin dan salah
pemasangannya sehingga melanggar Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat.

Dari pelanggaran Perda dan Perkada keseluruhan yang telah diselesaikan sejumlah 322 kasus.

Prosentase realisasi penegakan Perda tahun 2023, sebesar :

322
X 100% = 92%
350
Dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu
masih rendahnya penegakan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, aman
serta memiliki kepedulian sosial dan bermartabat. Hal ini terjadi karena masih adanya kejadian insidentil yang tidak sesuai

dengan peraturan yang ada, keterbatasan SDM serta belum optimalnya personil Satpol PP yang terlibat dalam menjaga

ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan masih lemahnya penyelesaian pelanggaran perda.




Tindak lanjut kedepan Satpol PP Kabupaten Ponorogo terus melakukan upaya :
-Meningkatkan kepatuhan masyarakat, Aparatur dan Badan Usaha terhadap Produk Hukum Daerah,
-Membangun kemitraan dengan instansi terkait,

-Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,
-Mengembangkan kapasitas sarana prasarana dan profesionalisme aparatur Satpol PP, Serta meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat, diantaranya melakukan Kerjasama dengan rekan media, pemanfaatan teknologi informasi website maupun media
sosial yang dapat lebih memudahkan komunikasi dan interaksi dengan masyarakat melalui inovasi program SAPA POLPP

untuk mewujudkan pelayanan prima dalam penegakan Perda di Kabupaten Ponorogo agar target yang diharapkan dapat

tercapai.




